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Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1982
untuk mengatur masalah kelautan telah menghasilkan
Konvensi Hukum Laut (the United Nations Convention on
the Law of the Sea) dengan 320 pasal dan 9 lampirannya,
yang jika dibandingkan dengan hasil konferensFkonferensi
sebelumnya, konvensi ini mengatur secara lengkap dan
menyeluruh terhadap semua rejim-rejim hukum laut.
Kin! UNCLOS telah berjalan selama 34 tahun, setiap
negara harus selalu melakukan evaluasi kebijakan dalam
rangka memenuhi amanat seperti yang telah dicantumkan
dalam UNCLOS.
Dengan demikian tujuan penulisan ini dimaksudkan
tidak saja untuk membantu memahami dan memberikan
pengertian terhadap rangkaian ketentuan pasal demi pasal
konvensi dalam suatu kesatuan bahasan, sehingga harapan
penulis mempermudah untuk menunjukkan bagaimana
implementasi yu ridisnya dan pelaksanaannya.
Hal ini diharapkan pula nantinya akan mempermudah
mahasiswa fakultas hukum ataupun siapapun untuk dapat
memahami konvensi hukum laut dan penerapannya pada
suatu negara..
Penulisan buku ini di susun berdasarkan urutan rejim/
zona laut yang di mulai dari laut teritorial. zona tambahan,
zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, laut lepas, dan
kawasan dasar laut internasional, khusus kepentingan egara
kepulauan yang diakuidalam konvensi, dan berkaitan dengan
pembahasan rejim laut kepulauannya, penulis membahasnya
dalam bab tersendiri setelah zona tambahan, termasu kdalam
bab-bab terakhir penulis membahas tentang penyelesaian
sengketa yang dapat timbul dalam penentuan atau
pembagian ruang samudera (ocean space)dan Perlindungan
lingkungan laut dari kerusakan atau bahaya pencemaran.
Untuk kepentingan mengetahui implementasi yuridis
dengan penerapan faktualnya, meskipun dalam penyajian
ini, penulis menyadari masih terdapat ketidaksempurnaan,
bahwa untuk menyajikan secara lengkap dan sempurna
pembahasan rangkaian kesatuan bahasan rejim laut dari
beberapa pasal per pasal konvensi tentunya masih jauh
dari harapan yang sebenarnya, namun demikian untuk
kesempurnaan buku ini sendiri, penulis menerima terbuka
atas kritik dan saran untuk penyempurnaan di masa
mendatang.
Semoga buku ini dapat dipergunakan dan bermanfaat
bagi para pembaca untuk memahami ketentuan-ketentuan
hukum laut internasional yang dimaksud dalam konvensi
tersebut dan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi
kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia tercinta.






Perkembangan hukum laut dimulai dari proses kondi-
fikasi hukum laut dari konvensi-konvensi hukum laut hasil
konperensi tahun 1958 untuk lahirnya konvensi Hukum Laut
(UNCLOS) tahun 1982. Kini UNCLOS telah berjalan selama 34
tahun, tentunya setiap negara pantai haruslah senantiasa
melakukan evaluasi kebijakan egara berkaitan dengan yang
telah dilaksanakan dan belum dilaksanakan dalam rangka
memenuhi amanat UNCLOS.
Konperensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum
Laut tahun 1958 dan tahun 1960 dianggap tidak memecah-
kan permasalahan kelautan, meskipun pada saat konperensi
tahun 1958 (IJnited Nations Conference on the Law of the Seo
l) berhasil menghasilkan 4 (empat) konvensi tentang hukum
laut, yaitu:
1 . Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan;
2. Konvensitentang Perikanandan Konservasi Sumberdaya
Hayatidi Laut Lepas;
3. Konvensitentang Laut Lepas;dan
4. KonvensitentangLandasKontinen.
Pada waktu itu, dalam praktiknya penguasaan egara-
negara maju terhadap perairan di sekitarnya menunjukkan
keanekaragaman, sehingga dalam menentukan lebar laut
teritorial tergantung pada kepentingan negara yang ber-
sangkutan. Pertentangan kepentingan negara terhadap
arti laut mempunyai andil terhadap terselenggaranya Kon-
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Kini UNCLOS telah berjalan selama 34 tahun, setiap negara
harus selalu melakukan evaluasi kebijakan dalam rangka
memenuhi amanat seperti yang telah dicantumkan dalam
UNCLOS.
Pengaturan kelautan dalam semangat sal ing pengert ian
dan kerjasama antar negara perlu dilanjutkan dengan
penggunaan laut secara damai secara bersama-sama,
Dengan demikian tujuan penul isan ini  d imaksudkan t idak
saja untuk membantu memahami dan memberikan pen-
gertian terhadap rangkaian ketentuan pasal demi pasal
konvensi dalam suatu kesatuan bahasan. sehingga
harapan penulis mempermudah untuk menunjukkan
bagaimana implementasi yuridisnya dan pelaksanaannya.
Demikian halnya jika terjadi sengketa terhadap penafsiran
dan penerapan konvensi, maka wajib diusahakan melalui
jalan damai dan ketundukan pada lembaga penyelesai
sengketa, jika jalan damai telah tidak mampu ditempuh
oleh para pihak.
Perihal Pelayaran, Perikanan dan Penelitian llmiah Kelaut-
an merupakan sesuatu yang penting karena itulah sebe-
narnya yang dimaksud dengan implementasi UNCLOS
secara faktual yang tidak lepas dari kewajiban negara
terhadap wilayah lautnya.
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